REPUBLIK INDONESIA

No. 1887, 2016 KEMEN-KP. Pejabat Fungsional. Penilaian.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 /PERMEN-KP/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5/PERMEN-KP/2015 TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dengan berkembangnya jumlah jabatan fungsional
yang instansi pembinanya Kementerian Kelautan dan
Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang
Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan
Perikanan Teladan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional

di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Menetapkan

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
dan Angka Kreditnya;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional
di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5/PERMEN-KP/2015
TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor S5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian

Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63)

diubah sebagai berikut:

1.

2.

ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Sasaran yang akan dinilai sebagai Pejabat Fungsional di

Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yaitu Jabatan

Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.

ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

(1) Pejabat fungsional yang dicalonkan sebagai Pejabat

Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan
dan perikanan secara terus menerus paling kurang

5 (lima) tahun;

. nilai prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir

bernilai baik;

tidak pernah mendapat hukuman  disiplin
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

tidak pernah dihukum penjara/kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena
melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan atau pekerjaannya;



